
BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR  91 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 95 TAHUN 20
TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RESES ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang        :  a.   bahwa  dalam  rangka  memberikan  pedoman  mekani
pelaksanaan   reses  Anggota   Dewari   Perwakilan   R
Daerah Kabupaten Kubu Raya telah ditetapkan Peratul
Bupati   Kubu   Raya   Nomor   95   Tahun-2021    ten
mekanisme pelaksanaan reses Anggota Dewan Perwakflai;
Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya;

b.   bahwa   berdasarkan   hasil   koordinasi   dan   konsu
antara Sekreatriat Dewan Pelwakilan Rakyat Daerah
Badan   Pengawas   Keuangan   serta   Inspektorat   DaeLah
Kabupaten  Kubu     Raya,   perlu  dilakukan  I
terhadap    mekanisme    pelaksanaan     reses,
Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021
perubahan;

c.   bahwa       berdasarkan       pertimbangan       sebagalm
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Mengingat           :   1.   Pasal  18 ayat (6)  Undang-Undang Dasar Negara Repu
Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang     Nomor     35     Tahun     2007     tent
Pembentukan     Kabupaten     Kubu     Raya    di     Pro
Kalimantan  Barat  (Lembaran  Negara  Republjk Indol
Tahun  2007  Nomor   101,  Tambahan  Lembaran  Neg
Republik Indonesia Nomor 4751) ;

3.   Undang-Undang     Nomor     28     Tahun     1999     tent
Penyelengaraan   Negara   yang   Bersih   dan   Bebas   (
Korupsi,    Kolusi,    dan    Nepotisme    (Ijembaran    Ne£
Republik  Indonesia  Tahun   1999  Nomor  75,  Tamb
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    38
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir den
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Ko
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Neg
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  197,  Tamb
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;

an

lik



4.   Undang-Undang    Nomor         15    Tahun    2004    ten
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keual
Negara   (Lembaran   Negara   Republik  -Indonesia
2004  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara
Indonesia Nomor 4400) ;

5.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014
Pemerintahan     Daerah     (Ifmbaran    Negara     Repi
Indonesia Tahun  2014  Nomor 244,  Tambahan  Lemb
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubun
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pe-merint
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   T
2022  Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Repu
Indonesia Nomor 6757) ;

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Keuangan   dan   Administratif   Pimpinan   dan    Ari
Dewan   Perwahilan
Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  106,  Tamb
Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 6057) ;

Rakyat   Daerah   (Lembaran   Ne

7.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2018   ten
Pedoman   Penyusunan   Tata   Tertib   Dewan   Perw
Rakyat Daerah Provinsi,  Kabupaten dan  Kota (Lemb
Negara    Republik   Indonesia   Tahun    2018    Nomor

Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tamba
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

9.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62  Tahun  2I

an
an
59.

an
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tentang  Pengelompokan  Kemanipuan  Keuangan  Dae
serta    Pelaksanaan     dan     Pertanggungjawaban
Operasional   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
2017 Nomor  1067);

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2-020   Norfuor
1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 T
2017  tentang Hak Keuangan  dan Administratif Pimpi
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (I.emb€
Daerah   Kabupaten  Kubu   Raya  Tahun  2017   Nom
Tambahan   Lembaran   Daerah   Kabupaten   Kubu
Nomor 52);

12. Peraturan  Bupati  Kubu   Raya  Nomor  95  Tahun  202!1
tentang  Mekanisme  Pelaksanaan  Reses  Anggota  De
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Beri
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 95);



Menetapkan        :    PERATURAN      BUPATI     TENTANG     PERUBAHAN     AT
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 95 TAHUN
TENTANG  MEKANISME  PELAKSANAAN  RESES  ANGG
DEWAN    PERWAKILAN    RAKYAT    DAERAII    KABUPA
KUBU  RAYA.

MEMUTUSKAN:

Pasal I

Beberapa  Ketentuan  dalaln  Peraturan  Bupati  Kubu  Raya  Nomor  95  Tat
2021   tentang  Mekanisme   Pelaksanaan   Reses  Anggota  Dewan  Pervaki
Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu R
Tahun 2021  Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1.   Ketentuan  angka  9  dan  angka   10  Pasal   1   diubah,   sehingga  Pas
berbunyi sebagai berikut:

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelengg

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerinta
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

2.   Dewan    Perwakilan    Rakyat    Daerah    Kabupaten    Kubu    Raya
selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah  lembaga  perwakilan  rakyat
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daer

3.   Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4.   Ketua   DPRD   dan   Wakil   Ketua   DPRD   adalah   pejabat   Daerah

memegang jabatan Ketua dan wakil Ketua DPRD  Kabupaten  Kubu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.   Anggota  DPRD  adalah  wakil  rakyat yang telah  bersumpah  atau  bej
sesuai  dengan   ketentua.n   peraturan   perundang-undangan   dan  dal
melaksanakan tugasnya memperhatikan kepentingan rakyat.

6.   §:i:::=:t I;:EB.  adalah   pejabat   perangkat   Daerah  yang   memfmpin

7.   Kemampuan  keuangan  Daerah  adalah  klasifikasi  suatu  Daerah  unfuk
menentukan  kelompok  kemampuan  keuangan  Daerah  yang  ditetapkin
berdasarkan   formula  sebagal   dasar  penghitungan  besaran
komunikasi intensif, tunjangan reses, dan dana operasional pimpinan

8.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya
APBD   adalah   rencana   keuangan   tahunan   pemerintah   daerah   y
ditetapkan dengan peraturan daerah.

9.   Tunjangan  Reses adalah tunjangan  berupa uang yang diberikan  kep
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dal
rangka    untuk    menjaring,    menampung    dan    menyalurkan    aspir
masyarakat di Dapilnya.

10. Daerah  Pemilihan yang  selanjutnya  disebut  Dapil  adalah  Batas wila
atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi y
diperebutkan.



2.   Ketentuan Pasal 7 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Biaya pelaksanaan reses dibebankan pada APBD.
(2) Biaya   pelaksanaan   reses   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat

meliputi:
a.   tunjangan;
b.    alat tulis kantor;
c.    baliho;
d.    konsumsi (makan/minum);
e.    sewa tenda; dan
f.     sewakursi.

(3) Pelaksanaan  reses  sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal   5  ayat
untuk 3 (tiga) titik lokasi dengan konstituen/undangan berjumlah
(empat ratus sembilan puluh delapan) orang, dengan tiap  1  (satu)
lokasi beljumlah  166 (seratus enam puluh enam) orang.

(4) Penyediaan makan dan minum pelaksanaan reses meliputi:
a. penyediaan  makan  dan  minum  pelaksanaan  reses untuk  mak

berat di berikan 1 (satu) kali dalarn  1 (satu)  pelaksanaan reses; d,
b. penyediaan  makan  dan  minum  pelaksanaan  reses  untuk

kudapan  diberikan 2   (dua) kali  dalam 1  (satu)  pelaksanaan  res
(5) Dalam pelaksanaan penyediaan makan dan minum (makan berat (

snack/kudapan) kegiatan reses dapat dilakukan dengan cara penye
bekeljasama  dengan  tuan  rumah  di  titik  lokasi  pelaksanaan  re
untuk penyiapan dan penyajian makan dan minum kegiatan reses o
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.                                                         ||
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DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
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BERITJ`

IZAM
]RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022  NOMOR .9*


